
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR 
NOMOR 16 TAHUN2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KECAMATAN BUKI KABUPATEN SELAYAR 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATISELAYAR, 

 

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan 

meningkatnya tuntutan pelayanan, dipandang perlu 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, 

melaksanakan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan guna mempercepat kemajuan pada masa 

yang akan datang; 

  b. bahwa dengan adanya aspirasi dan masyarakat Desa Buki, 

Lalang  Bata,  Balang  Butung,  Kohala dan  Desa  

Bonto Lempangan untuk bersatu dalam Kecamatan 

tersendiri, dan memperhatikan kondisi wilayah dan 

potensi ekonomi, maka perlu di bentuk Kecamatan Buki; 

  c. bahwa  pembentukan   Kecamatan   Buki  dipandang  

dapat mendorong   percepatan   pembangunan   guna   

tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana 

diamanatkan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Buki Kabupaten 

Selayar; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822). 

2. Undang-Undang    Nomor    10    Tahun    2004    

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun 

2004   Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang    Nomor    32    Tahun    2004    

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 



Lembaran –Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  

Nomor 8 Tahun  2005 tentang penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah   Menjadi   

Undang-Undang   (Lembaran   Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-Undang    Nomor    33    Tahun    2004    

tentang Perimbangan   Keuangan   antara   

Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

5. Peraturan   Pemerintah   Nomor  8  Tahun   2003  

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4262); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 158,   Tambahan   Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Nomor 4587); 

7. Peraturan  Pemerintah   Nomor  79  Tahun  2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kecamatan  di   Kabupaten   Selayar  

(Lembaran   Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 



Nomor 15); 

12. Peraturan    Daerah   Nomor   4   Tahun    2003   

tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Selayar sebagai Daerah Otonom {Lembaran darah 

Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR 

Dan 
BUPATI SELAYAR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
KECAMATAN BUKI KABUPATEN SELAYAR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar; 

2. Bupati adalah Bupati Selayar; 

3. Kecamatan adalah   wilayah   kerja  Camat  sebagai   perangkat  

Daerah Kabupaten; 

4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan wewenang Bupati untuk menangani sebagian 

urusan Otonomi Daerah; 

5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 

sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten; 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan dibentuknya Kecamatan Buki adalah untuk 

meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya 

guna dan berhasil guna, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tingkat 

perkembangan dan tuntutan kemajuan pembangunan daerah untuk 



mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 
BAB III 

PEMBENTUKAN KECAMATAN 

Pasal 3 

Dengan peraturan Daerah ini di bentuk Kecamatan Buki sebagai hasil 

pemekaran dari Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontomanai 

Kabupaten Selayar. 

 
BAB IV 

WILAYAH 

Pasal 4 

(1). Wilayah Kecamatan Buki berasal dari sebagian wilayah Kecamatan 

Bontomatene dan sebagian Wilayah Kecamatan Bontomanai yang terdiri 

dari 5 (lima) desa yaitu : 

a. Desa Buki: 

b. Desa Lalang Bata; 

c. Desa Balang Butung; 

d. DesaKohala; 

e. Desa Bonto Lempangan. 

(2). Batas Wilayah Kecamatan Buki dituangkan dalam Peta sebagaimana 

tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 

Pasal 5 

(1) Dengan terbentuknya Kecamatan Buki, maka wilayah Kecamatan 

Bontomatene yang terdiri dari 14 (empat belas) desa berubah menjadi 11 

(sebelas) desa yang terdiri dari: 

a. Kelurahan Batangmata  

b. Keiurahan Batangmata Sapo 

c. Desa Pamatata 

d. Desa Tanete 

e. Desa Bungaiya 

f. Desa Kayu Bauk 

g. Desa Barat Lambongan 

h. Desa Bontona Saluk 

i. Desa Onto 

j. Desa Maharayya  



k. Desa Menara Indah 

(2) Batas Wilayah Kecamatan Bontomatene dituangkan dalam peta 

sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

Pasal 6 
(1) Dengan   terbentuknya   Kecamatan   Buki,   maka   wilayah   

Kecamatan Bontomanai yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa berubah 

menjadi 8 (delapan) desa yang terdiri dari: 

a. Desa Parak 

b. Desa Barugaiya 

c. Desa Jambuiya 

d. Desa Mare-Mare 

e. Desa Polebungin 

f. Desa Bonea Makmur 

g. Desa Bonea Timur 

h.  Desa Bontomarannu 

(2) Batas Wilayah Kecamatan Bontomanai dituangkan dalam peta 

sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

Pasal 7 
Ibukota Kecamatan Buki berkedudukan di Baruia. 

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan 

Peraturan 

Pasal 9 
Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Selayar. 

Ditetapkan di Benteng 

pada tanggal 10 Oktober 2007 

BUPATI SELAYAR, 
ttd  



H.SYAHRIRWAHAB 

Diundangkan di Benteng pada tanggal 10 Oktober 2007 



 

 
 

  



  



 


